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Jadi Inisiatif DPR

RUU Wantimpres Masih
Menuai Pro Dan Kontra

Rancangan Undang Undang (RUU) Dewan Pertimbangan
Presiden {Wantimpres) menuai pro kontra. Pihak yang
menclak, menganggap RUU tersebut membuka peluang
praktik bagi-bagi Jabatan. Sementara yang mendukung
beralasan rancangan itu tidak menabrak aturan

ketatanegaraan.

PAKAR hukum tata negara Uni
versitas Mo lawarman, Herdian-
syah Hamzah menyatakan. revisi
Unclang-Undang (LU Nomor 19
Tahun 2006 tentang Wantimpres
terkesan dijadikan celah untuk
bagi-bagi kekuasaan. Sebab.
Jumlah hingga syarat anggrotanya
tidak diatr secara rigid dan idak
ada jaminan terbebas dar kepent-
ingan politik prakiis.

“Sayamelihat, ini upays uniuk
inemberikan kekuasaan kepada
orang-orang sckeliling presiden
selanjutnya. Wajar jika Lanyak
pihak memiliki penilaiar yang
sama. karena kehadiran atau
pembahasan RUTT itu dilakuan di
akhir mzsa jabatan atau peraliban
kekuassn,” ujar Muolawsrman
melalui keterangan tertulisnya,
Rabu (1777/2024).

Diketahui, RUTT Wantimpres
menjadi polemik usa disahkan
menjadi RULU imsiatif DPR pada
Rapat Paripurna ke-22 Masa
Sidang V. Kamis (11/7/2024).
RUL tersebut menjadi saw dari
33 RIIU yung dhsshkan sehaga

RUTT inixiatif DPR,

Pasal yang menjadi polemik
dalam R Wantimpres, antara
lain Pasal 1A, Dalam pasal ita.
TPR mengimsiatifkan men-
gubah nomenklatur Wartimpres
menjadi Dewan Pertimbangan
Agung (DPA).

Kemudhan, posisi Wantimpres
yvang sebelumnva berada di
bawah presiden atu lembaga

Pemeriatah, menjadi lembaga
negars vang sejajar dengan lem-
baga lembaga negara lain.
Semoentars, Pasal 12 Avat |
RULU Wantimpres membolehkan
pimpinan partai politik hingga
organisgsl Kemasyarakatam men-
Jadi Anggotn TFA, Padabal, hal
tersebut tidak diperbolehkan
dalam Undang-Undang (1711
Wantmpres vang berlakn saat ini.
Melanjuckan keterangannya,
Hamzah mengingatkan, dalam
amandemen keempat Undang-
Undang Dasar (UUD} 1945,
DPA dimasukkan dalam ca-
bang kekuasaan pemeriotaban.
Karcnanva, cukup anch bila

beleid vang berada di bawah
UUD menempatkan DPA sejajar
dengan lembaga negara lain,
seperti DPR dan Presiden.
Kejanggalan lainnya. lanjut
Hamzah, jumlah anggota DPA
dixerahkan kepada presiden,
Kondisi ini bukan sekadar ber
pirlensi menabrak UTUITY 1945,
tapi melahirkan anomali kekuoa-
suan karena kehaditan lembaga
baru yang memiliki posisi sejajar
dengan DPR dan Presiden,
Koomdmaror Bidang Sosial Po-
hittk Badan Eksekutil Mahasiswa
{BEM ) Universitas Indonesia{ UL}
Jhonas Mikson memmita DPR
memberi penjelasan komprehen-
sif dan rasional kepada publik atas
ufeensi evisi aturan tersebut
“BEM UT mengambil sikap
kritis terhadap rencana peruba-
han Wantimpres menjadi TDP4 .
ujarmya
Muhasiswa jurusan tlmu hu-
kum ini juga mengkritisi @enang
mtens keangpotaan DPA vang
bisadiisi oleh sosol-sosak elite.
Menurut dia, keangpotaan
dewan pertimbangan. mestinva
diduduki oleh paratokoh bangsa
yang memiliki kebijaksanaan,
bukan sekadar bagi-bagi jabatan,
“Lembaga ini harasnya
menjaga kebijaksanaan kepala
pemerintahan b Tstana. Bukan
memuluskan kepentingan kotor

elite parpol.” cetusnya

Jhonas juga menyinggung soal
kedudukan DPA sebagai lem-
baga negara vang setiara dengan
presiden,

“Potensi pembentukan DPA
sehagai lembaga yang setara
dengan presiden tidak dimung
kinkan sepanjang tidak ada
perubahan Undang-Undang
Trasur.” kata JThonas.

Lebih lanjut, dia juga meng-
krtik soal proses revist UT]
Wantimpres vang ditargetkan
sedesal dalam sebulan .

Menumitnya. DPR dan pemer-
intah harus membahas revisi
atran itu dengan mempertom-
bangkan aspirasi masyarakat, bu-
kan sekadar keinginan pengnasa.

“Revist undang-undang di-
lakukan secara terburc-buru,
hanva akan menmbulkan ke-
marahan dan ketidakperzayaan
publik terhadap pemerntah”
tandas Thonas.

Sementara, Kene Dewan Pim-
pinan Pusat (DPP) PDIP Djarot
Suiful Hidayar opah terserct
polemik UL Wantimprzs. Dia
menyerahkan kepada masyara
kar unmk menilai, apakay RUL
tersebut untuk kepentingan
bagi-baci jabatan peimerintahan
Prabowe Subianto atau tdak.

Senada, Wakil Ketu: MPR
Ahmad Muzani juga melon-

turkan pernyataan diplomatis
soal perubahan nomenklatur
Wantimpres menjadi DPA.

Politisi Partai Gerindra ini
mengatakan. penunjukan ang-
gota tanpa dibatasi merupakan
usaha untuk penyempurnaan
sistemn presidensial dalam sistem
pemerintaban Tndonesia saating,

“Iniuniuk menguatkan sistem
pemerintahan presidensial. Soal
stams dan kedudukan DPA, akan
dikaji lagn, Kits tunggo pemba-
hasan, itn masih dalam proses
pembahasan, ujarnya.

Wakil Ketua MPR Syarief
Hasan mengatakan, pihaknya
tidak keberatan dengan RULU
Wantimpres, yang kelak meng-
hadirkan lagi nomenklan s DPA .

Soal umlah anggotadan siapa
vang bisa masuk DDPA. hal ite
diserahkan kepada presiden ter-
pilih, Prabowo Subianto

“Hemoa erganhung presiden
terpilib. Sebab. DPA adalah
lembaga vang berada di bawah
presiden,” mndasnya

Di media sosial X, netizen
Juga rivh membahas murculnva
RUL wantimpres.

Akur @ Sweliariadifarry me-
nilai, RUL Wantimpres terkesan
sekadar mengakomodic kepeit-
ingan sara pihak vang telah
membanty kemenangan, alias
bagi-bagi kekuasaan. m SsSL



